
No

Urusan 

Pemerin-

tahan

Uraian Program/

Kegiatan

Indikator program / 

kegiatan
Target Realisasi Capaian Permasalahan

Upaya Mengatasi

Permasalahan

1 Program Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi

1.Persentase indikator 

program yang tercapai

79 % 88,8 % 112,4 % Indikator yang belum

tercapai terkait IP ASN 

dikarenakan 27,6% ASN belum

menempuh pendidikan S-1 dan

ada dua orang staf yang sedang

menerima hukuman disiplin

Mengoptimalkan

upaya untuk aktif

mengikuti program 

pengembangan

kompetensi ASN

2. Persentase realisasi

anggaran

95,5 % 96,48% 101 %

3. Indeks Profesionalitas      

ASN

86 70,09 81,5 %

2 Komunikasi 

dan 

Informatika

Program Pengelolaan 

Informasi Dan 

Komunikasi Publik 

Persentase Lembaga Publik 

yang aktif dalam Pengelolaan 

Komunikasi Publik

100 % 100 % 100 % Jumlah lembaga publik

(Perangkat Daerah dan KIM) 

yang mengimplementasikan

strategi komunikasi publik

dilihat dari lembaga publik

yang aktif menggunakan

Media elektronik untuk

diseminasi informasi

Mengupayakan

instrumen yang dibuat

untuk mengukur

Lembaga publik yang

aktif mempublikasikan

progamnya kepada

masyarakat melalui

berbagai kanal media

Persentase PD 

Pemprov Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota 

yang Telah 

Mengimplementasikan UU 

No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi

Publik

75 % 77,42 % 103,2 % Seringnya rotasi dan mutasi

pegawai yang menyebabkan

transfer knowledge tidak

tersampaikan dari pengelola

sebelumnya. 

Kurangnya pemahaman

pengelola PPID terhadap

implementasi UU Keterbukaan

Informasi, khususnya pada

instrumen PPID

melakukan koordinasi

dan kolaborasi yang 

berkelanjutan melalui

pendampingan, monev

serta pelatihan dan

pembinaan kegiatan

yang dilakukan oleh

PPID Prov. Jatim
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No

Urusan 

Pemerintah

an

Uraian

Program / 

Kegiatan

Indikator program 

/ kegiatan
Target Realisasi Capaian Permasalahan

Upaya Mengatasi 

Permasalahan
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

3 Komunikasi 

dan 

Informatika

Program 

Pengelolaan 

Aplikasi dan 

Informatika

Persentase 

Perangkat Daerah 

yang terlayani 

infrastruktur 

TIK

90 % 90 % 100 % Fasilitasi layanan

hosting, 

colocation, 

domain, VPS dan

jaringan internal 

Pemprov Jawa

Timur

Meningkatkan pelayanan

dengan menambah

kapasitas perangkat

keras dan kualitas

perangkat lunak

Diskominfo juga memfasilitasi infrastruktur TIK 

dalam hal keterhubungan jaringan intra 

Pemerintah dan Pusat Data meskipun dengan

kapasitas yang masih terbatas dikarenakan

keterbatasan sumber daya

Persentase 

Aplikasi 

yang memenuhi 

standar Teknis 

Pembangunan 

Aplikasi

60 % 64,58 % 107,6 % Masih banyak 

Perangkat Daerah 

yang membangun 

Aplikasi belum 

sesuai standar 

aplikasi yg diatur 

pada pergub 98 

2018

• Mengadakan desk 

pendampingan 

penyusunan 

dokumentasi 

aplikasi

• Pendaftaran aplikasi 

melalui 

apps.jatimprov.go.id

• Mengadakan audit 

aplikasi

• Bergabung dalam

tim verifikasi

anggaran Pemprov

Jatim sebagai

verifikator PD saat

mengusulkan

belanja aset tak

berwujud

Manajemen Pemerintahan Jawa Timur yang 

berbasis teknologi informasi dan digital telah 

diatur dalam:

• PerGub Nomor 53 tahun 2021 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

• PerGub Nomor 98 tahun 2018 tentang 

Standar Aplikasi Bagi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dinas Kominfo juga telah membantu PD 

untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis 

elektronik antara lain:

• Tata Naskah Dinas Elektronik

• Si-AKIP Jatim

• Apps.jatimprov.go.id sebagai kanal PD untuk

mendaftarkan aplikasi

• Integrasi aplikasi Jaringan Dokumentasi 

Informasi Hukum/JDIH

• Membangun aplikasi Wistle Blowing System 

(dimanfaatkan oleh Inspektorat )

• Fasilitasi Pusat Data untuk PD dan kab/kota
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No

Urusan 

Pemerin-

tahan

Uraian Program Indikator program Target Realisasi Capaian Permasalahan
Upaya Mengatasi 

Permasalahan

4 Statistik Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral

Persentase Perangkat 

Daerah  yang menggunakan 

Data Statistik Sektoral dalam 

Renmonev Pembangunan

46 % 46,5 % 101,08 % • Belum

optimalnya 

Interoperabilitas

Data di Jawa 

Timur. 

• Belum semua

PD memasukkan

data statistik

sectoral ke

SATA Jatim dan

menggunakanny

a untuk

penyusunan

dokumen

renmonev

1.Melakukan pendampingan 

dan pelatihan bagi 

perangkat daerah terkait 

SATU DATA JATIM 

2.Melakukan Workshop, 

Pelatihan dan Sertifikasi 

Statistik

3.Melaksanakan SATA 

Award Jatim 

5 Persandian Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi

Persentase aplikasi 

persandian yang di amankan

40% 40 % 100 % Belum Optimalnya

Penanganan 

Terhadap Insiden 

Keamanaan 

Informasi

Memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

secara efektif, efisien dan 

bersinambungan berbasis 

Indeks KAMI

(Keamanan Informasi )
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Capaian Indikator Kegiatan (1)

No Uraian Kegiatan Indikator kegiatan Target Realisasi Capaian Ket

1 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Perencanaan 

dan Anggaran Perangkat Daerah

5 

Dokumen

5 

Dokumen

100 %

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pertanggungjawaban 

keuangan

17 

Laporan

17 

Laporan

100 %

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 

barang milik daerah

3 Laporan 3 Laporan 100 %

4 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 

kepegawaian

12 

Laporan

12 Laporan 100 %

5 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 

umum

26 

Laporan

26 Laporan 100 %

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah dokumen penyediaan jasa 8 Laporan 8 Laporan 100 %

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 

Jumlah dokumen pemeliharaan 

barang milik daerah

5 Laporan 5 Laporan 100 %



No Uraian Kegiatan Indikator kegiatan Target Realisasi Capaian Ket

8 Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Jumlah penyebarluasan inormasi
6 6 100 % 

Jumlah Dokumen Laporan Strategi Komunikasi 

Pemerintah Daerah 8 8 100 % 

Jumlah produksi informasi publik
4 4 100 % 

Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat

60 100 167 %

Jumlah lembaga pemerintahan yang 

mengimplementasikan strategi komunikasi publik
40 40 100 % 

Jumlah Komunitas yang menginplementasikan 

strategi komunikasi pemerintah daerah 90 90 100 % 

Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa 

informasi publik 100 100 100 % 

Jumlah penyebarluasan inormasi
6 6 100 % 

Jumlah Dokumen Laporan Strategi Komunikasi 

Pemerintah Daerah 8 8 100 %
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No Uraian Kegiatan Indikator kegiatan Target Realisasi Capaian Ket

9 Pengelolaan Nama 

Domain yang Telah 

ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan 

Sub Domain di Lingkup 

Pemerintah  Daerah 

Provinsi 

Jumlah tambahan Perangkat Daerah yang 

terkoneksi jaringan backbone Pemprov 

Jatim
4 4 100 %

Jumlah sub domain jatimprov.go.id

858 937 109% 

10 Pengelolaan e-

government di Lingkup

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Jumlah aplikasi yang memenuhi standarisasi 

aplikasi peraturan yang berlaku
18 31 172% 

Jumlah kebijakan TIK 1 1 100 %

Jumlah perangkat daerah yang terlayani      

bandwitdh
43 55 127,9 %

Persentase downtime/availability layanan     

pusat data
99,4 100 100,5 %
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No Uraian Kegiatan Indikator kegiatan Target Realisasi Capaian Ket

11 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah Provinsi

Jumlah akses data melalui portal satu data Jatim
300 1.447 482 %

Jumlah infografis data statistik sektoral 4 4 100 %

Jumlah SDM statistik yang terlatih
30 40 133% 

Persentase Perangkat Daerah yang 

menggunakan data statistik sektoral dalam 

renmonev pembangunan
55 % 100 % 181 % 

Persentase pemenuhan ketersediaan meta data 

statistik sektoral 45 45 100 %

Jumlah pendampingan dan konsultansi statistik 

sektoral 4 5 125 %

Persentase pemenuhan ketersediaan meta data 

statistik sektoral 45 45 100% 

12 Penyelenggaraan Persandian untuk

Pengamanan Informasi Pemerintah

Daerah Provinsi

Jumlah kebijakan tata kelola keamanan 

informasi 1 1 100%

13 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi

Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Persentase keterhubungan Perangkat Daerah 

dalam jaringan komunikasi sandi

100 100 100%
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